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Pendahuluan
Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai upaya dalam memperketat proses perceraian. Di
Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo termasuk daerah dengan angka perceraian yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari
Pengadilan Agama Sidoarjo, pada tahun 2021 hingga 2023 terdapat sekitar 16.901 putusan kasus perceraian. Faktor
penyebabnya hampir sama dengan daerah lain di Indonesia, yaitu masalah ekonomi, perselisihan, perselingkuhan, dan
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fakta ini menunjukkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama
Sidoarjo dalam kurun waktu tersebut. Oleh karena itu, perlu ditinjau apakah pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023
mampu menekan angka perceraian di wilayah tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan penelitian ini penting untuk
menganalisis sejauh mana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 efektif dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama
Sidoarjo.

Peneliti tertarik untuk mengkaji efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam
menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo. Sehingga pada penelitian ini menawarkan kebaharuan
dengan menganalisis secara spesifik dan berfokus pada efektivitas penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam
perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dengan mengedepankan pendekatan yang lebih tajam dan
spesifik, yakni dengan mengulas langsung praktik penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada proses perceraian. Tidak
hanya melihat dari sisi normatif, penelitian ini juga menggunakan aspek empiris melalui analisis data perkara dan serta
wawancara dengan para aparat pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaharuan dengan
menganalisis secara spesifik bagaimana SEMA tersebut diterapkan dalam praktik perceraian di Pengadilan Agama
Sidoarjo, serta sejauh mana efektivitasnya dalam mengurangi angka perceraian di wilayah tersebut.

Tujuan Penelitian adalah mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam
menekan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Manfaat Penelitian adalah dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam
menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.
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GAP (Kebaharuan)
Terkait penelitian tentang “Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2023” ditemukan dibeberapa

penelitian terdahulu, yaitu:

1. M. Afif Gusti Fatah (2024) dengan judul " Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim“

2. Ramadani dan Syahrul Affan (2024) dengan judul “Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023

Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat“

3. Mulyadi dan Lilik Andrayuni (2024) yang berjudul « Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di

Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak »

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara spesifik penerapan SEMA Nomor

3 Tahun 2023 dalam perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Berbeda dengan

penelitian terdahulu yang lebih focus membahas terkait kedudukan dan persepsi para pihak-pihak

terkait. Penelitian ini akan lebih berfokus pada efektivitas SEMA dalam menekan angka perceraian

di Pengadilan Agama Sidoarjo.
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Isu Hukum

• Apakah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023
efektif secara praktis dalam menekan angka perceraian di Pengadilan
Agama, khususnya di wilayah Sidoarjo?
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Metode

Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian.hukum empiris. Metode yang sering
digunakan untuk mengevalusi dan mengkaji penerapan hukum dalam praktik berdasarkan data
primer yang diperoleh dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan hakim, moderator dan
Advokat. Selain itu, menggunakan data skunder yang diperoleh melalui studi Pustaka yang meliputi
SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan statistic angka perceraian yang di akses dari Direktori Putusan
Mahkamah Agung RI. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengukur sejauh mana efektivitas
pada penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam menekan angka perceraian pada Pengadilan
Agama Sidoarjo
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Pembahasan
• Efektivitas Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo, SEMA No. 3 Tahun 2023 mulai menunjukkan
efektivitasnya sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani perkara perceraian. Kebijakan ini
mendorong hakim untuk lebih selektif dalam mengabulkan gugatan cerai, terutama yang didasarkan
pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya masih
ditemukan putusan yang mengabulkan perceraian meskipun syarat pisah tempat tinggal 6 bulan belum
terpenuhi, menunjukkan bahwa efektivitasnya belum merata.

• Respon Hakim terhadap Kebijakan SEMA

Dari wawancara yang dilakukan, hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan bahwa SEMA No. 3 
Tahun 2023 tidak bersifat mengikat seperti undang-undang, melainkan sebagai pedoman atau arahan
moral bagi hakim. Oleh karena itu, terdapat kebebasan bagi hakim dalam menilai masing-masing 
perkara berdasarkan dalil, bukti, dan fakta persidangan. Sebagian hakim tetap mengabulkan gugatan
meski tidak memenuhi syarat administratif karena mempertimbangkan alasan yang lebih substansial, 
seperti kekerasan rumah tangga.
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• Kendala Dalam Penerapan di Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo, diketahui
bahwa pada awal penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023, banyak pihak belum memahami isi dan maksud
kebijakan ini, termasuk masyarakat pencari keadilan. Ketentuan mengenai kewajiban pisah tempat
tinggal selama enam bulan sebelum mengajukan gugatan cerai masih dianggap baru dan belum
sepenuhnya dipahami. Selain itu, belum tersedianya petunjuk teknis yang jelas mengenai pembuktian
ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses persidangan, sehingga hakim harus
menggunakan pertimbangan hukum secara mandiri berdasarkan konteks dan bukti tiap perkara.

• Dampak SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap Perceraian

Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Sidoarjo mulai menunjukkan pengaruh dalam
proses perceraian. Beberapa pasangan yang ingin bercerai memilih mencabut gugatan karena tidak
bisa memenuhi syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan. Hal ini menunjukkan bahwa aturan ini
cukup efektif dalam menyaring perkara-perkara yang belum memiliki alasan kuat. Meski begitu, jumlah
perceraian belum berkurang secara drastis. Masih banyak perkara yang diproses, terutama jika alasan
perceraian dianggap penting seperti kekerasan atau perselingkuhan. Jadi, SEMA ini lebih berfungsi
sebagai langkah awal untuk menyaring gugatan, bukan sebagai aturan yang bisa langsung
menghentikan perceraian secara menyeluruh.
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Kesimpulan
Berdasarkan dari data jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2021-2025, 
penerapan SEMA No. Tahun 2023 belum menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menekan
angka perceraian. Meskipun terjadi penurunan jumlah perkara di tahun 2023, angka tersebut
Kembali meningkat di tahun berikutnya. Sehingga terkait syarat pisah rumah minimal 6 bulan
hanya memberikan efek penundaan yang sementara. Sebagian besar pasangan datang
Kembali setelah masa tunggu terpenuhi. Dari hasil wawancara dengan hakim, mediator dan 
advokat di Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki pendapat bahwa penerapan SEMA ini lebih
dirasakan sebagai bentuk ruang refleksi atau masa jeda bagi pasangan suami istri untuk
mempertimbangkan Kembali keputusan mereka untuk bercerai melalui mediasi keluarga. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama 
Sidoarjo masih tergolong rendah. Maka diperlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut terhadap isi
dan penerapan kebijakan tersebut, agar dapat dijalankan secara optimal dan dapat
memberikan dampak nyata. 
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